
KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN SUUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR t 08 I PL.O2.2 -Kptl 1 303 / KpU -K^b I v |t I 2o2o

TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIJUNJUNG TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tefieag Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Wali Kota dan Wakil WaIi Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota sebelum

pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang
Persyaratan Pencalonan untuk partai politik atau
Gabungan Partai Politik untuk pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Barat serta pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang_

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

I Tahun 2015 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2O74 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan /atau Wali Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota
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dan Wakil Walikota Tahun 2O20 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah
diubah beberapa kati diubah, terakhir dengan peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwat penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

987 /PL.O&.l-Kptl06/KPU /V /2019 rentang penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Ra-lrryat, Dewan Perwakjlan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 1 5/PLl08. 1 -Kpt/ 06 / KPV /
V/2O19 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 987 /PL/O8.1-KptlO6lKPU I
V /2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sljunjung Nomor 160/ HK.03. 1 -Kpt/ I 303 / KPU-Kab/ IVl

2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sijunjung Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung Nomor 1 67 / HK.03. 1 -Kpt/ 1 303 / KPU-Kab/VII
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/2O19 tentang Penetapan perolehan Kursi partai politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan

Ralryat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019;

Berita Acara Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten
S{junjung Nomor 77l PK.O l -BA/ 1 303/ KpU -Kab / vm / 2O2O

tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan persyaratan

Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan partai

Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung
Tahun 2020.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAIIUPATEN

SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN

PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN

PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

Menetapkan Persyaratan Pencalonan dari Partai politik atau
Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sijunjung Tahun 2020.

Persyaratan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu

Partai Politik atau Gabungan Partai Potitik yang

memperoleh paling sedikit 2@/o (dua puluh persen) dari
jumlah kursi Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah atau 25o/o

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara

sah.

Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yang

dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sdunjung Tahun 2020,

paling sedikit 2tr/o (dta puluh persen) dari jumlah kursi di

Dewan Perwakilan Raliryat Daerah Kabupaten Sijunjung

Tahun 2019, yaitu sebanyak 6 (enam) kursi.

Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25o/" (dua

puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah

dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

KEEMPAT
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Daerah Tahun 2019, yaitu sebesar 30.603 (tiga puluh ribu

enam ratus tiga) suara.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan

Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sijunjung Tahun 2020 hanya berlaku bagi Partai Politik

yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten Sijunjung pada Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Jumlah Perolehan Kursi dan Jumlah Perolehan Suara Sah

Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Ra\,at Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun

2019 sebagaimana tercartum dalam La.mpiran Keputusan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tangSal 6 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH

c

A PUTRA
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